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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan” 
(QS. Alam Nasyrah : 6) 
 
”Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah (datangnya), dan 
bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya lah kamu 
meminta pertolongan” 
(QS. An-Nahl : 53) 
 
”Mereka membuat rekayasa, tetapi rekayasa Allah mengatasi segalanya” 
(Habiburrahman El Shirazy, Penulis) 
 
”Ideal dimata manusia itu berbeda dengan ideal dimata Allah” 
(Habiburrahman El Shirazy) 
 
”Jadikan setiap pertemuan sebagai sarana untuk menimba ilmu” 
 (Penulis) 
 
“Berangkatlah ikhlas, bekerja menjadi pribadi yang melayani orang lain. 





”Aku berpikir maka aku ada! (Je Pense donc je suis! Atau, Cogito ergo sum! I 
think hence I am!)” 
(Rene Descartes) 
 




“Hukum sebab akibat itu tidak usah menunggu hari perhitungan, karena hari ini 
adalah akibat dari sebab yang kita lakukan” 
(Mario Teguh) 
 
”Salah satu tanda sukses di akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah di awal 
perjalanan (Min ’alamatin nujhi fin nihayati ar ruju’u ilallahi fil bidayati)” 











 Tuhan semesta alam, Allah SWT yang telah merekayasa kehidupan 
sedemikian dahsyat dengan rute rahasia yang amat menakjubkan. 
 
 Perempuan yang telah 9 bulan mengandung selama aku tumbuh dalam 
perut. Perempuan yang memberikan semua malam untuk menemani, 
mengobati, dan mendoakanku. Perempuan itu IBU. 
 
 Ayah tercinta yang memberikan semua malamnya yang dipenuhi rasa 
takut dan rasa cemas di waktu yang akan datang karenaku. Ayah yang 
senantiasa menjaga dan menuntun untuk semua saat susah. Ayah yang 
telah menampung semua air mata dan segala keluh kesah. 
 
 Saudara dan keponakan yang tak pernah bosan mengingatkanku tentang 
realita kehidupan. 
 
 Semua dosen Universitas Sebelas Maret yang senantiasa mentransfer ilmu. 
 
 Sahabat-sahabat baikku yang telah memberi warna dalam hidupku, dan 








Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan 
membukakan pintu kemudahan kepada penulis, sehingga Tugas Akhir dengan 
judul ”ALTERNATIF PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK 
TERTAGIH PADA RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA” ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun guna melengkapi tugas-tugas 
dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi 
Keuangan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Penulis telah berusaha untuk menyusun Tugas Akhir ini sebaik mungkin, 
namun penulis yakin bahwasanya Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
sebab itu, segala saran dan kritik dari siapapun yang sifatnya memperbaiki Tugas 
Akhir ini, akan penulis terima dengan senang hati dan penulis mengucapkan 
terima kasih. 
Penulis mengakui bahwa selesainya Tugas Akhir ini disamping merupakan 
hasil kerja penulis, juga berkat bantuan dari beberapa pihak. Dalam kesempatan 
ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 
terwujudnya laporan magang ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Sri Murni, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Diploma III Jurusan 




3. Dra. Palikhatun, M.Si., Ak., selaku pembimbing Tugas Akhir. Terima 
kasih atas bimbingan, saran, dan arahannya. 
4. Seluruh jajaran dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Sebelas Maret Surakarta atas ajaran dan bimbingannya selama penulis 
menuntut ilmu di FE UNS. 
5. Drg. R. Basuki Soetardjo, MMR selaku Direktur RSUD Dr. Moewardi, 
yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk pelaksanaan magang. 
6. Ari Subagio, SE., MM., selaku kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi 
RSUD Dr. Moewardi, yang telah banyak membantu penulis selama 
kegiatan magang serta telah memberikan bimbingan dalam proses 
penyelesaian laporan magang. 
7. Segenap karyawan RSUD Dr. Moewardi yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu per satu. 
8. Ayah dan Ibu yang telah meluangkan waktu di tiap sepertiga malam untuk 
rukuk dan sujud dengan khusyu’, serta tak pernah lupa menyebut namaku 
dalam semua do’a yang kalian panjatkan. 
9. Kakak-kakakku yang telah memberikan sebagian waktunya untuk share 
tentang semua hal. 
10. Keponakan – keponakan terhebat sepanjang masa (Kun Khuriya Pratiwi, 
Lukman Hakim, Naila Salsabilla, Siti Nur Azizah, Muhammad Yafi, dan 
Muhammad Fa’is Arjun) yang selalu menggugah semangat dalam setiap 




11. Sahabat terdahsyat Wahyuni Madyo Asih, Amalia Gitayantri K. dan 
Muhammad Arief Afandhi. 
12. Sahabat teristimewa Rika Nur Wijayani, Din Eni Supriyani, Erni Susanti 
dan Muhammad Rosyid. 
13. Sahabat terindah Novi Ria Rahmawati, Apsari Retno Wiratmi, Utami Nur 
Oktarini, Destrianita Kusumastuti, Wiad Rossyana, Nunung Sulistina, 
Shelin Lura, Murti F., Ari Wulandari. 
14. Teman-teman Akuntansi angkatan 2007. 
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Tugas Akhir. 
Akhirnya penulis mengharapkan semoga Tugas Akhir ini, dapat 
memberikan sumbangan yang berguna kepada para pembaca, khususnya yang 
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A. Gambaran Umum Perusahaan 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta adalah rumah 
sakit milik propinsi Jawa Tengah yang terletak di daerah Tingkat II 
Kotamadya Surakarta dan ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Menteri 
Kesehatan RI No.554/Menkes/SKB/X/1981. Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No.0430/V/1981 dan Menteri Dalam Negeri No.3241/A/1981 
menetapkan Rumah Sakit Dr. Moewardi sebagai rumah sakit pendidikan 
(teaching hospital) bagi calon dokter untuk Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Di samping itu, rumah sakit ini merupakan tempat 
pendidikan siswa Sekolah Perawat Kesehatan, Akademi Gizi, Akademi 
Perawat, Akademi Rontgen, dan calon dokter spesialis. Pada tahun 1993 
sampai sekarang RSUD Dr. Moewardi Surakarta menempati gedung barunya 
yang terletak di Jalan Kolonel Soetarto 132 Kompleks Jebres Surakarta. Profil 
RSUD Dr. Moewardi adalah sebagai berikut: 
1. Pemilik : Pemerintah Propinsi Jawa Tengah 
2. Kelas : B2 Pendidikan sejak tahun 1981 
3. Kapasitas : 704 tempat tidur 
4. Luas tanah : 40.359 m2 
5. Luas bangunan : 48.630 m2 




Tabel I.1. Potensi ketenagaan RSUD Dr. Moewardi Tahun 2010 
NO JENIS JABATAN KARYAWAN JUMLAH KARYAWAN 
1. Medis  158 
2. Paramedis  665 
3. Paramedis non keperawatan  214 
4. Non medis  568 
 Jumlah potensi ketenagaan  1605 
Sumber: Data Sekunder RSUD Dr. Moewardi 
 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta adalah rumah sakit yang memberikan 
pelayanan kesehatan dengan mutu setinggi-tingginya dan melaksanakan fungsi 
pendidikan kesehatan rumah sakit dengan sebaik-baiknya yang diabdikan bagi 
kepentingan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Visi RSUD Dr. 
Moewardi ini ialah menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat Jawa 
Tengah tahun 2010. Oleh karena itu, maka misi yang dijalankan RSUD Dr. 
Moewardi adalah: (1)Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu 
prima dan memuaskan; (2)Memberikan pelayanan yang terjangkau bagi 
semua golongan masyarakat; (3)Memberikan kontribusi nyata untuk 
pendidikan dan penelitian kesehatan yang terintredengan pelayanan dalam 
rangka peningkatan mutu sumber daya dan iptek kesehatan. 
B. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi RSUD Dr. Moewardi telah ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah No.8/2008. Struktur 






C. Deskripsi Jabatan 
1. Direktur Rumah Sakit 
Bertugas menyelenggarakan pelayanan RS dengan upaya penyembuhan, 
pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi kesehatan, dan 
pengembangan serta pengabdian masyarakat. 
2. Wakil Direktur Pelayanan 
Bertugas membantu direktur dalam mengkoordinasi pelaksanaan dan 
pengawasan pelayanan medis dan rujukan, keperawatan, pendidikan, 
penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat, pembinaan proses 
kerjasama institusi pendidikan ilmu kesehatan dan peningkatan mutu 
pelayanan medis. 
3. Wakil Direktur Umum 
Bertugas membantu direktur mengkoordinasi pelaksanaan tugas 
kesekretariatan, perencanaan, penunjang medis dan bidang pembinaan 
kepegawaian. 
4. Wakil Direktur Keuangan 
Bertugas membantu direktur mengkoordinasi pelaksanaan dan 
pengawasan anggaran dan perbendaharaan, mobilisasi dana, akuntansi dan 
sistem informasi keuangan, pengelolaan sistem remunerasi, pengelolaan 





5. Bidang Pelayanan Medis 
Bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wadir Pelayanan. Bertugas 
melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medis, peningkatan mutu 
pelayanan medis, penyediaan sumber daya  pelayanan dan 
pengembangan pelayanan. 
6. Seksi  Sumber Daya Pelayanan Medis 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik. Bertugas 
melaksanakan kegiatan pemberdayaan sumber daya pelayanan medik. 
Membuat rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan, Pengembangan dan 
peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan, dan Evaluasi dan 
pelaporan kinerja. 
7. Seksi  Mutu Pelayanan Medis 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik. Bertugas 
melaksanakan kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan 
medik. Penyusunan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan, 
Pengelolaan data dan informasi pelayanan untuk kepentingan 
perencanaan, evaluasi dan pengembangan layanan. 
8. Bidang Pelayanan Keperawatan 
Bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wadir Pelayanan. 
Melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan, 
peningkatan mutu keperawatan,  penyediaaan sumber daya  keperawatan 




9. Seksi  Sumber Daya Pelayanan Keperawatan 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan. 
Melaksanakan kegiatan pemberdayaan sumber daya keperawatan. 
Pemenuhan kebutuhan SDM perawatan, Pengembangan dan peningkatan 
kompetensi SDM perawatan, Pemenuhan kebutuhan SPA pelayanan 
perawatan, Pengendalian kebutuhan SPA perawatan, Peningkatan 
utilisasi sarana keperawatan, Evaluasi dan pelaporan kinerja. 
10. Seksi  Mutu Pelayanan Keperawatan 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan. 
Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan 
keperawatan.  
11. Bidang Pelayanan Penunjang   
Bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wadir Pelayanan. 
Melaksanakan pengelolaan kegiatan penunjang pelayanan medik, 
peningkatan mutu pelayanan penunjang medik dan pengembangan 
sumber daya penunjang pelayanan medik. 
12. Seksi  Sumber Daya Pelayanan Penunjang 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang. 







13. Seksi  Mutu Pelayanan Penunjang 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang. 
Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu penunjang pelayanan kese-
hatan 
14. Wakil  Direktur Keuangan 
Bertanggung jawab kepada Direktur. Bertugas membantu Direktur 
dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan Anggaran, 
Akutansi dan Mobilisasi dana, dalam rangka mewujudkan Visi,  Misi 
dan Tujuan Strategik RS  serta tugas lain yang diberikan oleh Direktur. 
15. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 
Bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Keuangan. 
Bertugas membantu Wakil Direktur Keuangan dalam rangka  
penyelenggaraan penyusunan Anggaran maupun belanja,  serta 
penatausahaan pengeluaran. 
Pelaksanakan pengelolaan kegiatan dalam Memfasilitasi dan mendukung 
Bidang, Bagian, Instalasi dalam Perencanaan, pengorganisasian, 
pengkoordinasian, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan : 
(a) Penyusunan anggaran pendapatan maupun belanja, 
(b) Evaluasi anggaran pendapatan maupun belanja, 





16. Seksi  Penyusunan dan Evaluasi Anggaran 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran 
Melaksanakan kegiatan Penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja 
RS serta Evaluasi anggaran pendapatan dan Belanja. 
17. Seksi  Penatausahaan Pengeluaran 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Melaksanakan 
kegiatan penatausahaan pengeluaran 
18. Bidang Pengelolaan Pendapatan 
Bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Keuangan. 
Membantu Wakil Direktur Keuangan dalam rangka memobilisasi dana  
Penerimaan RS. Pelaksanakan pengelolaan kegiatan dalam Memfasilitasi 
dan mendukung Bidang, Bagian, Instalasi dalam.  
19. Sub Bidang Pengembangan  Pendapatan 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mobilisasi dana. 
Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta 
memobilisasi seluruh pendapatan yang ada. 
20. Sub Bidang  Penatausahaan Pendapatan 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mobilisasi Dana. Bertugas 
melaksanakan kegiatan Penatausahaan Pendapatan. 
21. Bidang Akuntansi 
Bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wadir Keuangan. 
Menyiapkan bahan rencana dan program bidang akuntansi, pelaksanaan 
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dan pelayanan administrasi serta  teknis, fasilitasi dan koordinasi, 
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang akuntansi. 
22. Sub Bidang Akuntansi Keuangan dan Manajemen 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi Melaksanakan 
kegiatan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen Menyediakan 
bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi serta teknis, mendukung pelaksanaan kegiatan akuntansi 
keuangan dan manajemen.  
23. Sub Bidang Verifikasi 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi. Melaksanakan 
kegiatan verifikasi transaksi keuangan. Menyediakan bahan rencana dan 
program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi serta teknis, 
mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi transaksi keuangan . 
24. Wakil  Direktur Umum 
Bertanggung jawab kepada Direktur. Membantu Direktur dalam 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan, dan 
bidang pembinaan pegawai serta melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh Direktur.  
25. Bagian Perencanaan 
Bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wadir Umum. Bertugas 
menyiapkan bahan rencana dan program bidang perencanaan, pelaksanaan 
dan pelayanan administrasi serta  teknis, fasilitasi dan koordinasi, 
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pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang bina program, monitoring 
dan evaluasi serta pemasaran rumah sakit. 
26. Sub Bagian Bina Program 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan. Sub Bagian Bina 
Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 
program, dan pelaksanaan program kegiatan RS. 
27. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi 
Bertanggungnjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan. Sub Bagian 
Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, 
monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan RS. 
28. Sub Bagian Pemasaran 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan. Sub Bagian 
Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 
program, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemasaran 
29. Bagian Sekretariat 
Bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wadir Umum. 
Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan organisasi, 
kerumahtanggaan dan pengelolaan barang, hukum dan kehumasan 
30. Sub Bagian Tata Usaha dan Organisasi 
Bertanggung jawab kepada Bagian Sekretariat. Bertugas melaksanakan 




31. Sub Bagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Barang 
Bertanggung jawab kepada Bagian Sekretariat. Melaksanakan kegiatan 
pengelolaan kerumahtanggaan, perlengkapan umum, pengelolaan asset 
RS, ketertiban dan keamanan. 
32. Sub Bagian Hukum dan Humas 
Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sekretariat. Melaksanakan 
kegiatan pengelolaan hukum dan kehumasan. 
33. Bagian Kepegawaian 
Bagian Kepegawaian berada dibawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Wakil Direktur Umum. 
34. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya 
manusia dan kesejahteraan serta pembinaan pegawai. 
35. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian 
Sub Bagian Administrasi Kepegawaian berada dibawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Kepala Bagian Kepegawaian. Sub Bagian 
Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
analisis kebutuhan dan tata usaha kepegawaian. 
36. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian 
Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Kepegawaian. Sub 
Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
analisis pengadaan pegawai, mutasi pegawai serta kesejahteraan pegawai. 
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37. Sub Bagian Pengembangan Pegawai 
Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Kepegawaian. Sub 
Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyusunan program pemberdayaan pegawai, pengembangan 
sumber daya manusia serta pembinaan pegawai. 
38. Bagian Diklit 
Bagian Diklit berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Wakil Direktur Umum. 
39. Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan 
Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan berada dibawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Kepala Bagian Diklit. 
40. Sub Bagian Penelitian dan Perpustakaan 
Sub Bidang Penelitian dan Perpustakaan berada dibawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Kepala Bagian Diklit. 
41. Sub Bagian Pengembangan Pendidikan 
Sub Bagian Kerjasama Pendidikan berada dibawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Bagian Diklit. 
 
D. Latar Belakang Masalah 
Sejalan dengan semangat reformasi yang masih berlangsung, maka 
tuntutan beberapa daerah agar diberikan otonomi yang lebih luas semakin 
kuat. Tuntutan itu menyangkut pula tuntutan akan perimbangan keuangan 
antara pusat dan daerah yang lebih rasional, proporsional dan nyata. UU No. 
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22 tahun 1999 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah pendelegasian 
wewenang dari pusat ke daerah. Sedangkan otonomi daerah adalah 
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi diberikan 
pada daerah kota atau kabupaten didasarkan pada asas desentralisasi dalam 
wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kondisi yang 
demikian ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan 
masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, 
keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antarpusat 
dan daerah. Bermula dari tujuan peningkatan pelayanan publik, pemerintah 
daerah terus meningkatkan mutu pelayanan khususnya dibidang kesehatan. 
Dengan terbitnya PP no. 23 Tahun 2005, rumah sakit pemerintah 
daerah mengalami perubahan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). 
Perubahan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan tidak lagi kepada 
Departemen Kesehatan tetapi kepada Departemen Keuangan, sehingga harus 
mengikuti standar akuntansi keuangan yang pengelolaannya mengacu pada 
prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Perubahan ini 
membuat RSUD belum mampu melaksanakan pola tata kelola secara optimal, 
namun di tahun kedua RSUD Dr. Moewardi sebagai Badan Layanan Umum 
Daerah, secara umum cukup siap dan kondusif untuk melakukan perubahan-
perubahan sesuai dengan ketentuan PP No. 23 Tahun 2005 dan Permendagri 
No. 61 Tahun 2008 dalam upaya meningkatkan kinerja rumah sakit. 
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Proses pekerjaan dalam akuntansi, selalu didasarkan kepada prinsip-
prinsip yang telah diterima secara umum. Di Indonesia prinsip tersebut 
disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang tercantum dalam buku Prinsip 
Akuntansi Indonesia. Dalam akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah 
hasil akhir dari proses pembukuan. Setiap laporan keuangan yang disusun, 
tidak pernah lepas dari akun piutang, karena piutang juga termasuk elemen 
penting dalam laporan keuangan. 
Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga dalam bentuk 
uang, barang, atau jasa yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu 
periode akuntansi, namun seringkali sejumlah piutang tidak dapat ditagih. 
Jumlah yang tak tertagih ini adalah kerugian pada perusahaan atau dianggap 
sebagai biaya dari uncollectible accounts (rekening piutang yang tak tertagih). 
Adanya piutang tak tertagih ini dapat merugikan perusahaan, oleh karena itu 
perlu dilakukan pembentukan cadangan kerugian piutang untuk mencegah 
terjadinya kerugian secara terus menerus. 
Pada tahun 2007, RSUD Dr. Moewardi Surakarta sudah mulai 
menyusun neraca. Dari neraca tersebut maka dapat diketahui kondisi 
keuangan RSDM, misal besarnya piutang dari tahun ke tahun serta dapat 
diketahui pula piutang yang tidak terbayar. Piutang tak tertagih RSDM untuk 
tahun 2007 dan 2008 mengalami kenaikan yang cukup drastis. Piutang tahun 
2007 yang tidak terbayar sampai tahun 2008 adalah 1%, sedangkan piutang 
tahun 2008 yang tidak terbayar sampai tahun 2009 sebesar 3%. Keadaan ini, 
apabila dibiarkan dan tidak segera diatasi maka akan merugikan RSDM dan 
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berdampak buruk bagi keuangan daerah. Piutang tak tertagih yang ada di 
RSUD Dr. Moewardi dihapus secara langsung oleh RSDM dengan 
mengajukan permohonan penghapusan piutang ke pemerintah daerah. Dari 
data yang penulis ketahui ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema 
piutang rumah sakit dan memfokuskan penelitian pada prosedur penghapusan 
piutang tak tertagih dengan pembentukan cadangan piutang. Selain itu, 
pembentukan cadangan piutang ini juga telah diatur dalam Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Namun RSUD Dr. Moewardi 
belum mengadakan pencadangan seperti yang dimaksud dalam peraturan 
gubernur tersebut. 
Pembentukan cadangan piutang tak tertagih merupakan penghapusan 
piutang tak tertagih dengan metode cadangan atau sering disebut metode tak 
langsung. Metode pencadangan adalah metode akuntansi untuk piutang yang 
tak akan tertagih, dengan menetapkan suatu jumlah yang dicadangkan di muka 
untuk keperluan itu. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengkaji tentang 
bagaimana prosedur pengelolaan piutang yang tidak tertagih di RSUD Dr. 
Moewardi. Untuk itu dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis memberikan 
judul “ALTERNATIF PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK 





E. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah ini dilakukan untuk melihat perkembangan dan 
kemampuan RSUD Dr. Moewardi Surakarta mengenai pengelolaan piutang 
tak tertagih, maka permasalah yang dibahas dalam Tugas Akhir adalah: 
1. Bagaimana prosedur pengelolaan piutang tak tertagih pada RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta? 
2. Bagaimana perbandingan metode penghapusan piutang tak tertagih dengan 
metode langsung dan metode cadangan? 
 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian data adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi prosedur pengelolaan piutang tak 
tertagih pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
2. Untuk mengevaluasi serta menentukan metode dalam pembentukan 











G. Manfaat Penelitian 
Kegunaan penulisan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Instansi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 
pengambilan keputusan, dan masukan dalam penyusunan kebijakan yang 
berkaitan dengan pengelolaan piutang tak tertagih pada RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. 
2. Bagi Pembaca 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, informasi 





















A. Tinjauan Pustaka 
1. Definisi Sistem dan Prosedur Menurut Mulyadi (2001: 2-6) 
Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu 
dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 
tertentu. 
Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola 
yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 
Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat 
untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 
terjadi berulang-ulang. Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan menulis, 
menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih 
(mensortasi), memindah, dan membandingkan. 
Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem 
terdiri dari jaringan prosedur; sedangakan prosedur merupakan urutan 
kegiatan klerikal. 
2. Definisi Sistem Akuntansi 
“Sistem akuntansi menurut Suwardjono (2003: 3) adalah 




pengumpulan, penciptaan, dan pelaporan data akuntansi yang paling sesuai 
dengan kebutuhan suatu perusahaan tertentu.” 
Sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001: 3-5) adalah organisasi 
formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 
memudahkan pengelolaan perusahaan. 
Unsur-Unsur Sistem Akuntansi Menurut Mulyadi: 
a. Formulir, merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 
terjadinya transaksi. 
b. Jurnal, merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 
mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan 
data lainnya. 
c. Buku Besar, terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 
meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam 
jurnal. 
d. Buku Pembantu, terdiri dari rekening-rekening pembantu yang 
merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu 
dalam buku besar. 
e. Laporan, berisi informasi yang merupakan keluaran sistem 
akuntansi. 
Dari definisi sistem akuntansi di atas, unsur suatu sistem akuntansi 
pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan 
buku pembantu, serta laporan. 
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3. Sistem Akuntansi Piutang 
Sistem Akuntansi Piutang Menurut Mulyadi (2001: 257-289) 
Sistem akuntansi yang mempengaruhi piutang: sistem akuntansi 
penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan, sistem akuntansi 
penjualan kredit, dan sistem retur penjualan. Sistem akuntansi piutang 
bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur, 
yang terjadi karena transaksi penjualan kredit, retur penjualan, penerimaan 
kas dari piutang, dan penghapusan piutang. Sistem yang terbentuk terdiri 
dari beberapa unsur, antara lain: 
a. Fungsi yang Terkait 
1) Fungsi akuntansi 
Pencatatan piutang dilakukan oleh fungsi akuntansi. Tugas 
fungsi akuntansi dalam hubungannya dengan pencatatan piutang 
adalah: (1)Menyelenggarakan catatan piutang kepada setiap 
debitur; (2)Menghasilkan pernyataan piutang (account receivable 
statement) secara periodik dan mengirimkannya ke setiap debitur; 
(3)Menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk 
memudahkan penyediaan data. 
2) Fungsi penagihan 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan 
mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta 
menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi 
penjualan oleh fungsi akuntansi. 
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b. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 
1) Prosedur pencatatan piutang 
2) Prosedur penagihan 
3) Prosedur penghapusan piutang 
c. Informasi yang Diperlukan oleh Manajemen 
1) Saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur  
2) Riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur 
3) Umur piutang kepada setiap debitur pada saat  tertentu 
d. Dokumen yang Digunakan 
Dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam 
kartu piutang adalah: 
1) Faktur penjualan 
2) Bukti kas masuk 
3) Surat tagihan 
4) Bukti memorial (journal voucher). 
e. Catatan Akuntansi yang Digunakan 
Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang 
menyangkut piutang adalah: 
1) Jurnal penjualan 
2) Jurnal umum 
3) Jurnal penerimaan kas 




4. Simbol-simbol Umum Bagan alir 
Simbol-simbol umum bagan alir serta arti simbol menurut Marshall 
B. Romney dan Paul John Steinbart (2003: 198-199), disajikan dalam tabel 
berikut: 
Tabel II.1. Simbol-simbol Bagan Alir 
Simbol Nama Keterangan 
Simbol Input/ Output 
 
Dokumen Dokumen atau laporan: 
dokumen tersebut dapat 
dipersiapkan dengan tulisan 






Digambarkan dengan cara 
menumpuk simbol dokumen 
dan mencetak nomor 
dokumen dengan di bagian 





Fungsi input atau output apa 
pun di dalam bagan alir 
program. Juga dipergunakan 
untuk mewakili jurnal dan 
buku besar dalam bagan alir 
dokumen 
 
Tampilan Informasi yang ditampilkan 
oleh peralatan output on-line, 






Memasukkan (entry) data 
melalui peralatan on-line 






Simbol tampilan dan 
pengetikan on-line 
dipergunakan bersama untuk 










Tabel II.1. Simbol-simbol Bagan Alir (lanjutan) 






Fungsi pemrosesan yang 
dilaksanakan dengan 
komputer; biasanya 
menghasilkan perubahan atas 
data atau informasi 
 
Proses manual Pelaksanaan pemrosesan 







Fungsi pemrosesan yang 




Disk magnetis Data disimpan secara 
permanen di dalam disk 
magnetis; dipergunakan 
untuk file utama (master file) 
dan database 
 
Pita magnetis Data disimpan di dalam pita 
magnetis 
 





Data disimpan di dalam file  
on-line temporer melalui 
media yang dapat diakses 
secara langsung, seperti disk 
 
File File dokumen secara manual 
disimpan dan ditarik 
kembali; huruf yang ditulis di 
dalam simbol menunjukkan 






Tabel II.1. Simbol-simbol Bagan Alir (lanjutan) 
Simbol Nama Keterangan 




Arah pemrosesan atau arus 
dokumen; arus yang normal 
berada di bawah dan 




Arah arus data/informasi; 
sering dipergunakan untuk 
memperlihatkan data yang 





Pengiriman data dari satu 
lokasi ke lokasi lainnya 






pemrosesan di satu halaman 
yang sama; penggunaan 
konektor ini akan 
menghindari garis-garis yang 




Suatu penanda masuk dari, 
atau keluar ke, halaman lain 
 
Terminal Titik awal, akhir, atau 
pemberhentian dalam suatu 
proses atau program; juga 
dipergunakan untuk 
menunjukkan adanya pihak 
eksternal 
 
Keputusan Langkah pengambilan 
 
Anotasi Komentar deskriptif 
tambahan atau catatan 
penjelasan untuk klarifikasi 




5. Definisi Piutang 
“Piutang menurut Simangunsong (1984: 69) adalah tuntutan 
(claims) kepada pihak ketiga baik dalam bentuk uang, barang atau jasa.” 
Mulyadi, (2002: 87) mengartikan piutang sebagai “klaim kepada 
pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka 
waktu satu tahun, atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan”. 
 “Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison Jr. (2007: 436) 
mengemukakan bahwa piutang merupakan klaim moneter terhadap pihak 
lain”. 
6. Piutang Usaha 
Sujana Ismaya, (2006: 18) mengartikan piutang dagang atau 
piutang usaha (accounts receivable) sebagai “tagihan kepada langganan 
untuk barang dan jasa yang dijual dengan kredit”. 
“Piutang usaha menurut Mulyadi (2002: 87) adalah piutang yang 
timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal 
perusahaan.” 
Penjelasan tentang piutang usaha menurut Charles T. Horngren dan 
Walter T. Harrison Jr. (2007: 440) adalah sebagai berikut: 
Menjual secara kredit menciptakan piutang usaha. Pendapatan jasa 
dicatat sebagai berikut: 
 Piutang Usaha xx 
  Pendapatan Penjualan  xx 
 (Memberikan jasa secara kredit.) 
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Penjualan jasa secara kredit memberikan manfaat sekaligus biaya. 
Manfaatnya adalah meningkatkan pendapatan jasa dan laba dengan 
melakukan penjualan kepada berbagai pelanggan. Namun juga sangat 
memungkinkan munculnya biaya, hal ini karena beberapa pelanggan tidak 
sanggup membayar, sehingga menimbulkan beban. Beban tersebut disebut 
beban piutang tak tertagih (uncollectible-account expense), atau beban 
piutang ragu-ragu (doubtful-account expense), atau beban piutang 
macet (bad-debt expense). 
7. Metode Pencadangan 
Metode pencadangan (allowance method) adalah metode akuntansi 
untuk piutang dagang yang tak akan tertagih, dengan menetapkan suatu 
jumlah yang dicadangkan di muka untuk keperluan itu (Sujana Ismaya, 
2006: 470). 
Metode pencadangan menurut Donald E. Kieso et al. (2008: 346-
355) adalah sebagai berikut: 
Dengan metode pencadangan ini, maka harus dibuat suatu estimasi 
menyangkut perkiraan piutang tak tertagih dari semua penjualan kredit 
atau dari total piutang yang beredar. Estimasi ini dicatat sebagai beban 
atau pengurang tidak langsung terhadap piutang usaha (melalui kenaikan 
akun penyisihan) dalam periode di mana penjualan itu dicatat. Estimasi ini 




Jika terdapat hubungan yang cukup stabil antara penjualan kredit 
tahun-tahun sebelumnya dengan piutang tak tertagih, maka hubungan 
tersebut dapat dijabarkan dalam persentase dan digunakan untuk 
menentukan beban piutang tak tertagih tahun ini. Pendekatan persentase 
penjualan menandingkan biaya dengan pendapatan karena hal itu 
mengaitkan beban pada periode di mana penjualan dicatat. Ayat jurnal 
untuk mencatat beban piutang tak tertagih dengan menggunakan metode 
persentase penjualan adalah sebagai berikut: 
 Beban Piutang Tak Tertagih xx 
  Penyisihan untuk Piutang Tak Tertagih xx 
 
Berdasarkan pengalaman masa lalu, sebuah perusahaan dapat 
mengestimasikan persentase piutang beredarnya yang tidak akan tertagih, 
tanpa mengidentifikasi piutang tertentu. Prosedur ini menyediakan 
estimasi yang cukup akurat menyangkut nilai piutang yang dapat 
direalisasi, tetapi tidak sesuai dengan prinsip penandingan biaya dan 
pendapatan. 
Pendekatan persentase piutang dapat diaplikasikan dengan 
menetapkan skedul umur piutang (aging schedule) dan menerapkan 







Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(2009: 149), pengelompokan dijelaskan sebagai berikut: 
38. Pada setiap akhir periode akuntansi SKPD membuat 
pengelompokan piutang menjadi lancar, menunggak lebih 1-2 tahun, 
menunggak 2-3 tahun, menunggak 3-5 tahun dan lebih dari 5 tahun, 
masing-masing dibuat daftar umur piutang (aging schedule). Atas dasar 
aging schedule dibuatkan cadangan penyisihan kemungkinan tidak dapat 
tertagih dengan prosentase sebesar: 
− Lancar sebesar 0% 
− Menunggak lebih 1-2 tahun sebesar 25% 
− Menunggak lebih 2-3 tahun sebesar 50% 
− Menunggak lebih 3-5 tahun sebesar 75% 
− Menunggak lebih 5 tahun sebesar 100% 
39. Saldo piutang yang dibuat penyisihan dapat diusulkan untuk 
dihapuskan setelah lebih dari 5 tahun. 
Jurnal penghapusan piutang menurut Charles T. Horngren dan 
Walter T. Harrison Jr. (2007) adalah sebagai berikut: 
 Penyisihan untuk Piutang Tak Tertagih xxx 








1. Prosedur Pengelolaan Piutang Tak Tertagih Pada RSUD Dr. 
Moewardi 
Pendapatan-pendapatan jasa RSUD Dr. Moewardi menimbulkan 
adanya piutang usaha. Piutang usaha tersebut terkadang tidak dapat 
ditagih, hal ini disebabkan karena beberapa pelanggan tidak sanggup 
membayar. Piutang yang tidak dapat ditagih ini disebut piutang tak 
tertagih. Untuk meminimalkan adanya piutang tak tertagih, maka RSDM 
harus memiliki sistem akuntansi yang baik yang melibatkan adanya 
pemisahan fungsi yang jelas, penggunaan dokumen dan catatan akuntansi 
yang memadai, serta prosedur yang dijalankan oleh beberapa bagian. 
a. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi piutang RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta 
1) Fungsi Penagihan 
Fungsi penagihan berada di bawah fungsi pengelolaan 
pendapatan yang dalam prosedur penagihan, bertanggung jawab 
untuk membuat dan memberikan surat pernyataan kesanggupan 
kepada pelanggan untuk diisi dan ditandatangani oleh pelanggan. 
Selain itu, fungsi penagihan juga bertanggung jawab dalam 
membuat dan mengirimkan surat tagihan biaya pelayanan 





2) Fungsi Pengelolaan Pendapatan 
Fungsi pengelolaan pendapatan bertanggung jawab untuk 
membuat rekap piutang dan daftar umur piutang. Selain itu fungsi 
pengelolaan pendapatan juga membuat surat permohonan 
penghapusan piutang untuk diajukan ke pemerintah daerah. 
3) Fungsi Akuntansi 
Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan 
bertambahnya piutang pada jurnal umum, transaksi penerimaan kas 
dari piutang/ berkurangnya piutang, dan transaksi penghapusan 
piutang.  
b. Dokumen yang terkait dalam sistem akuntansi piutang RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta 
1) Surat Pernyataan Kesanggupan (SPK) 
Dokumen ini dibuat oleh bagian pengelolaan pendapatan 
yang ditandatangani oleh pelanggan yang menyatakan 
kesanggupan membayar/ mengangsur kekurangan pembayaran 
biaya pelayanan kesehatan RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan 
ditandatangani oleh kepala bagian pengelolaan pendapatan. 
2) Surat Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan (STBPK) 
Dokumen ini dibuat oleh bagian pengelolaan pendapatan 
untuk dikirim ke pelanggan guna menagih piutang yang sudah 
jatuh tempo berdasarkan surat pernyataan kesanggupan. Dokumen 
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ini ditandatangani oleh wakil direktur keuangan atas nama direktur 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta.. 
3) Surat Permohonan Penghapusan Piutang (SPPP) 
Dokumen ini dibuat oleh bagian pengelolaan pendapatan 
untuk dikirim ke pemerintah daerah dan ditandatangani oleh 
direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
4) Bukti Kas Masuk (BKM) 
Dokumen ini dibuat oleh bagian pengelolaan pendapatan 
sebagai bukti adanya kas masuk sebagai pengurang piutang dan 
ditandatangani oleh pasien/ debitur. 
5) Surat Keputusan Penghapusan Piutang (SKPP) 
Dokumen ini dibuat oleh pemerintah daerah sebagai 
balasan dari surat permohonan penghapusan piutang yang telah 
dikirim oleh RSUD Dr. Moewardi. Dokumen ini berisi tentang 
persutujuan pemerintah daerah untuk menghapus piutang yang 
sudah tidak mungkin tertagih atau sudah kadaluwarsa. 
c. Catatan akuntansi yang terkait dalam sistem akuntansi piutang RSUD 
Dr. Moewardi Surakarta 
1) Daftar umur piutang 
Daftar umur piutang dibuat oleh bagian pengelolaan 
pendapatan. Tujuan pembuatan daftar umur piutang adalah untuk 
mengelompokkan umur piutang berdasarkan jumlah harinya, yakni 
kurang dari 365 hari atau lebih dari 365 hari. Daftar umur piutang 
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tidak dijurnal, karena pembuatan daftar umur piutang tersebut 
hanya untuk mempermudah dalam penagihan piutang berdasarkan 
lamanya umur piutang. 
2) Rekap piutang 
Rekap piutang ini dibuat oleh bagian pengelolaan 
pendapatan sebagai dasar untuk membuat  daftar umur piutang. 
3) Jurnal Umum (JU) 
Jurnal umum dibuat oleh bagian akuntansi untuk mencatat 
penambahan piutang dan penghapusan piutang. Pencatatan 
penambahan piutang, debit pada piutang dan kredit pada 
pendapatan jasa. Pencatatan penghapusan piutang, debit pada 
beban piutang tak tertagih dan kredit pada piutang. 
4) Jurnal Pemasukan Kas (JPK) 
Pemasukan kas dari piutang dicatat pada jurnal pemasukan 
kas. Debit pada kas dan kredit pada piutang. Jurnal pemasukan kas 
dibuat oleh bagian akuntansi. 
5) Buku Besar Piutang 
Buku besar piutang digunakan untuk mengakumulasikan 
transaksi yang telah dicatat di jurnal yang melibatkan akun piutang. 






6) Buku Besar Pendapatan Jasa 
Buku besar pendapatan jasa digunakan untuk 
mengakumulasikan transaksi yang telah dicatat di jurnal yang 
melibatkan akun pendapatan. Buku besar diisi oleh bagian 
akuntansi setelah melakukan pencatatan jurnal. 
7) Buku Besar Beban Piutang Tak Tertagih 
Buku besar beban piutang tak tertagih digunakan untuk 
mengakumulasikan transaksi yang telah dicatat di jurnal yang 
melibatkan akun beban piutang tak tertagih. Buku besar diisi oleh 
bagian akuntansi setelah melakukan pencatatan jurnal. 
d. Jaringan prosedur yang terkait dalam sistem akuntansi piutang RSUD 
Dr. Moewardi 
1) Prosedur pencatatan piutang 
a) Prosedur ini dimulai dari bagian pengelolaan pendapatan 
membuat surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani 
oleh pasien/ debitur dan kepala bagian pengelolaan pendapatan, 
untuk memberikan kredit kepada pasien yang belum sanggup 
membayar biaya pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Moewardi.  
b) Surat pernyataan kesanggupan (SPK) tersebut dibuat rangkap 
tiga, lembar pertama diberikan kepada pasien/ debitur, lembar 
kedua diarsip sementara untuk diolah sebagai dasar pembuatan 
rekap piutang, lembar terakhir dikirim ke bagian akuntansi 
untuk dicatat sebagai bukti adanya penambahan piutang. Dari 
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pencatatn tersebut, bagian akuntansi kemudian melakukan 
posting ke buku besar. 
c) Bagian pengelolaan pendapatan membuat rekap piutang, 
kemudian menyusun daftar umur piutang. Daftar umur piutang 
dibuat untuk mempermudah dalam penagihan, dengan 
mengecek kapan piutang tersebut jatuh tempo dan harus 
ditagih. 
2) Prosedur penagihan 
a) Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan debitur tidak 
melunasi hutang-hutangnya, maka 3 bulan setelah batas akhir 
pelunasan pihak RSDM atau fungsi penagihan di bagian 
pendapatan akan mengirim surat tagihan biaya pelayanan 
kesehatan kepada debitur. Jika debitur sanggup membayar, 
maka bagian pengelolaan pendapatan akan membuat bukti kas 
masuk dan ditandatangani debitur yang melakukan 
pembayaran. 
b) Bukti kas keluar dibuat rangkap dua. Lembar pertama diberikan 
kepada debitur, dan lembar kedua dikirim ke bagian akuntansi 
untuk dicatat. 
c) Bagian akuntansi akan mencatat pemasukan kas dan 
mengurangkan piutang sejumlah pemasukan kas dari piutang 
tersebut kemudian melakukan posting ke buku besar. 
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d) Jika debitur menyatakan tidak sanggup lagi membayar hutang-
hutangnya, RSDM akan menindak lanjuti dengan mensurvei 
kondisi debitur untuk pengambilan keputusan apakah piutang 
RSDM masih memungkinkan untuk ditagih atau tidak. Apabila 
piutang tersebut sudah dinyatakan tidak akan tertagih, atau 
kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung 
sejak saat terutang, maka bagian pengelolaan pendapatan akan 
membuat surat permohonan penghapusan piutang yang 
ditujukan ke pemerintah daerah. 
3) Prosedur Penghapusan Piutang 
a) Apabila pemerintah daerah tidak menyetujui adanya 
penghapusan piutang, maka piutang tak tertagih tersebut akan 
tetap dimunculkan di neraca sebagai piutang RSUD Dr. 
Moewardi. 
b) Jika pemerintah daerah mengirimkan surat balasan ke bagian 
pengelolaan pendapatan dan menyatakan setuju untuk 
diadakannya penghapusan piutang, maka surat keputusan 
tersebut akan dikirim ke bagian akuntansi. 
c) Berdasarkan surat keputusan penghapusan piutang dari 
pemerintah daerah, maka bagian akuntansi mencatat jurnal 
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DUP = Daftar Umur Piutang 
STBPK = Surat Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan 
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Gambar 2.1 
Bagan Alir Dokumen Prosedur Pengelolaan Piutang Tak Tertagih Pada 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta (Lanjutan) 























2. Evaluasi Prosedur Pengelolaan Piutang Tak Tertagih Pada RSUD Dr. 
Moewardi 
Evaluasi prosedur pengelolaan piutang tak tertagih pada RSUD Dr. 
Moewardi adalah sebagai berikut: 
a. Fungsi yang terkait 
Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi piutang pada 
RSUD Dr. Moewardi kurang memadai karena pemisahan fungsinya 
kurang tepat dan kurang tegas. Hal ini dapat diketahui karena, adanya 
fungsi penagihan di bagian pengelolaan pendapatan. 
b. Dokumen yang ada 
Penggunaan dokumen pada RSUD Dr. Moewardi sebagai salah 
satu unsur suatu sistem akuntansi pokok sudah baik karena dokumen-
dokumen tersebut bernomor urut tercetak. 
c. Catatan akuntansi yang digunakan 
Catatan akuntansi yang dibuat RSUD Dr. Moewardi sebagai 
salah satu unsur sistem akuntansi pokok belum memadai. Hal ini dapat 
diketahui pada daftar umur piutang yang dibuat belum menunjukkan 
berapa hari lamanya piutang tersebut, akan tetapi hanya menunjukkan 
kurang/ lebih dari satu tahun saja. Daftar umur piutang juga belum 
dibuat jurnal, karena tujuan pembuatan daftar umur piutang tersebut 





d. Jaringan prosedur yang membentuk sistem 
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pada RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta sudah memadai meskipun masih ada 
kelemahannya. Hal ini dapat dilihat dari: 
1) Transaksi munculnya piutang sampai pencatatan telah dilakukan 
oleh beberapa bagian. 
2) Transaksi penerimaan kas sampai pencatatan telah dilakukan oleh 
beberapa bagian. 
3) Masing-masing bagian telah melaksanakan tugas sesuai dengan 
tanggung jawabnya masing-masing, akan tetapi tugas pembuatan 
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DUP = Daftar Umur Piutang 
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BKM = Bukti Kas Masuk 
JPK = Jurnal Pemasukan Kas 
BB = Buku Besar 
SKPP = Surat Keputusan Penghapusan Piutang 
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3. Metode Penghapusan Piutang Menurut RSUD Dr. Moewardi 
RSDM menunggu hingga RSDM memutuskan bahwa pihak 
RSDM tidak akan pernah menagih dari pelanggan bersangkutan. RSDM 
akan menunggu sampai umur piutang tak tertagih tersebut 3 tahun, 
kemudian RSDM akan menghapus piutang tersebut secara langsung 
dengan mengajukan surat permohonan penghapusan piutang ke Pemda 
terlebih dahulu. Jika disetujui maka RSDM akan menghapus piutang 
secara langsung dengan mendebet Beban Piutang Tak Tertagih dan 
mengkredit Piutang Usaha Pelanggan sebagai berikut: 
 Beban Piutang Tak Tertagih xx 
  Piutang Usaha  xx 
Pada tahun 2010 ini, RSUD Dr. Moewardi sudah membuat daftar 
umur piutang. Tujuan pembuatan daftar umur piutang adalah untuk 
mengelompokkan umur piutang berdasarkan jumlah harinya, yakni kurang 
dari 365 hari atau lebih dari 365 hari. Daftar umur piutang tidak dijurnal, 
karena pembuatan daftar umur piutang tersebut hanya untuk 
mempermudah dalam penagihan piutang berdasarkan lamanya umur 
piutang. Daftar umur piutang yang sudah dibuat oleh RSUD Dr. Moewardi 
tersusun dalam tabel II.2, yaitu sebagai berikut: 
Tabel II.2. Daftar Umur Piutang RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
TAHUN JUMLAH 
PIUTANG 
< 365 HARI >365 HARI 
2007 93.515.675 - v 
2008 185.191.158 - v 
2009 106.687.912 v - 
2010 6.733.006 - v 
JUMLAH 392.127.751 - - 
Sumber: Data Sekunder RSUD Dr. Moewardi 
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4. Penghapusan Piutang Tak Tertagih Menurut Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 
Dalam penghapusan piutang tak tertagih, penulis menggunakan 
metode penyisihan/ metode cadangan sesuai peraturan gubernur, yaitu 
memperkirakan jumlah piutang yang mungkin tidak dapat ditagih atau 
menetapkan jumlah yang dicadangkan di muka untuk keperluan itu. 
Berbeda dengan metode penghapusan langsung yang digunakan RSUD 
Dr. Moewardi, karena metode ini mengasumsikan bahwa dari setiap 
pendapatan jasa akan dihasilkan piutang usaha, dan selanjutnya 
membuktikan bahwa piutang tertentu ternyata tidak tertagih serta menjadi 
tidak bernilai. Metode penghapusan langsung biasanya gagal 
menandingkan biaya dengan pendapatan pada periode bersangkutan, atau 
menghasilkan piutang yang ditetapkan pada estimasi nilai yang dapat 
direalisasi di neraca. 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 Tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dasar 
yang digunakan untuk menghitung persentase umur piutang adalah 
sebesar: 
− Lancar sebesar 0% 
− Menunggak lebih 1-2 tahun sebesar 25% 
− Menunggak lebih 2-3 tahun sebesar 50% 
− Menunggak lebih 3-5 tahun sebesar 75% 
− Menunggak lebih 5 tahun sebesar 100% 
  
60 
Hal ini menunjukkan bahwa daftar umur piutang yang dibuat oleh instansi 
milik propinsi Jawa Tengah seharusnya lebih di rinci jumlah harinya, 
untuk menentukan umur piutang tersebut. Daftar umur piutang RSUD Dr. 
Moewardi hanya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu lebih dari 365 hari 
dan kurang dari 365 hari. Estimasi piutang tak tertagih dengan metode 
umur piutang sebagai berikut: 
Tabel II.3. Daftar Umur Piutang RSUD Dr. Moewardi Berdasarkan 











2007 - - 94.310.366 - - 94.310.366 
2008 - 366.237.058 - - - 366.237.058 
2009 29.674.771.678 - - - - 29.674.771.678 













Saldo Akun + 0 + 91.559.264,5 + 47.155.183 + 0 + 0 = 138.714.447,5 
Sumber: Data primer 
Dari tabel II.3 menunjukkan perkiraan piutang yang tidak akan bisa 
ditagih sebesar Rp 138.714.447,50. Jumlah tersebut disajikan pada sudut 
kanan bawah skedul umur piutang diatas. Tabel tersebut juga 
memperlihatkan bahwa piutang tak tertagih meningkat ketika akun piutang 
semakin lama. Untuk menyesuaikan penyisihan, maka harus dibuat ayat 
jurnal berikut pada akhir tahun: 
Beban Piutang Tak Tertagih Rp 138.714.447,5 
 Penyisihan untuk Piutang Tak Tertagih Rp 138.714.447,5 
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Setelah diposting, akun-akun tersebut sudah diperbarui dan siap 
untuk dimasukkan dalam neraca. 
Piutang Usaha Penyisihan Piutang Tak tertagih 
30.135.319.102        
  
 
Piutang usaha bersih, Rp 29.996.604.654,5 
Piutang usaha sebaiknya dilaporkan pada nilai realisasi bersih 
(Rp29.996.604.654,5) karena, itu adalah jumlah yang diharapkan dapat 
ditagih oleh RSUD Dr. Moewardi. 
Apabila RSUD Dr. Moewardi sudah berupaya untuk menagih 
piutang kepada pelanggan, misal akhirnya akan memutuskan bahwa 
RSDM tidak dapat menagih sebesar xxx dari salah satu pelanggan, RSDM 
dapat menghapus piutang pelanggan sebagai berikut: 
Penyisihan untuk Piutang Tak Tertagih xxx 
 Piutang Usaha xxx 
Berdasarkan pembahasan diatas, maka kedua metode dapat 
dibandingkan yaitu antara metode langsung yang digunakan RSUD Dr. 
Moewardi dengan metode pencadangan. Jika menggunakan metode 
langsung, maka piutang yang akan muncul di neraca adalah sejumlah 
piutang yang masih belum dibayar oleh debitur (sisa piutang) dan tidak 
dikurangkan dengan penyisihan untuk piutang tak tertagih. Piutang RSDM 
tersebut sebesar Rp 30.135.319.102,00. Namun jika menggunakan metode 
cadangan, maka piutang yang akan muncul di neraca adalah sejumlah 





tertagih. Piutang yang akan muncul di neraca dengan metode pencadangan 
adalah sebesar Rp 29.996.604.654,50 dengan perhitungan sebagai berikut: 
Sisa piutang - Penyisihan = Piutang Bersih 
2007 Rp 94.310.366 - Rp 47.155.183 =  Rp 47.155.183,00 
2008 Rp 366.237.058 - Rp 91.559.264.5 = Rp 274.677.793,50 
2009 Rp 29.674.771.678 - Rp 0,00 = Rp 29.674.771.678,00 
     Rp 29.996.604.654,50 
Jika piutang yang muncul di neraca dibandingkan antara perhitungan 
dengan metode langsung yang digunakan RSUD Dr. Moewardi dengan 
metode pencadangan, maka selisihnya sebesar Rp 30.135.319.102,00 
dikurangi Rp 29.996.604.654,50, yaitu sebesar Rp 138.714.447,50 atau 
sebesar 0,46% dari total piutang (Rp 30.135.319.102,00). 
Dilihat dari sudut pandang praktis, metode yang digunakan RSUD 
Dr. Moewardi ini sederhana dan mudah diaplikasikan, namun secara 
teoritis metode ini memiliki kelemahan karena biasanya menghasilkan 
piutang yang ditetapkan pada estimasi nilai yang dapat direalisasi di 
neraca. Berbeda dengan metode penyisihan yang harus menetapkan jumlah 
penyisihan untuk piutang tak tertagih yang dicadangkan di muka, dan 
estimasi yang dibuat atas dasar persentase piutang yang beredar dengan 
metode umur piutang yang rumit. Walaupun metode pencadangan ini 
melibatkan estimasi, namun persentase piutang yang tidak akan tertagih 









Setelah melakukan penelitian terhadap prosedur pengelolaan piutang tak 
tertagih, serta metode penghapusan piutang tak tertagih pada RSUD Dr. 
Moewardi pada bulan Juni-Juli 2010, penulis dapat menemukan adanya kelebihan 
dan kelemahan yaitu sebagai berikut: 
A. Kelebihan 
1. Pembuatan daftar umur piutang mempermudah dalam pengecekan umur 
piutang untuk melakukan penagihan kepada debitur. 
2. Setiap transaksi yang dilakukan selalu melibatkan lebih dari satu bagian 
yang melakukan tugas sesuai wewenang. 
3. Metode penghapusan piutang yang digunakan RSUD Dr. Moewardi  
adalah metode langsung. Dari sudut pandang praktis, metode ini sederhana 













1. Pemisahan fungsi kurang tegas, yaitu fungsi penagihan belum terpisah 
dengan bagian pengelolaan pendapatan. 
2. Daftar umur piutang yang dibuat RSUD Dr. Moewardi belum ada rincian 
hari, dan hanya digolongkan dalam dua kelompok yaitu lebih dari 365 hari 
dan kurang dari 365 hari. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam 
menentukan penyisihan untuk piutang tak tertagih, karena kelompok 
piutang yang lebih dari 365 hari dapat di asumsikan menjadi 2 tahun atau  
5 tahun. 
3. Metode penghapusan langsung yang digunakan RSUD Dr. Moewardi 
secara teoritis memiliki kelemahan karena biasanya menghasilkan piutang 
yang ditetapkan pada estimasi nilai yang dapat direalisasi di neraca. 
Metode ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 96 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 














Berdasarkan analisis data dan pembahasan diatas, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
A. Kesimpulan 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta adalah rumah 
sakit milik propinsi Jawa Tengah yang terletak di daerah Tingkat II 
Kotamadya Surakarta. Dengan terbitnya PP no. 23 Tahun 2005, rumah sakit 
pemerintah daerah mengalami perubahan menjadi Badan Layanan Umum 
(BLU). Perubahan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan tidak lagi 
kepada Departemen Kesehatan tetapi kepada Departemen Keuangan, sehingga 
harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang pengelolaannya mengacu 
pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. 
Piutang yang tidak tertagih RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2008 
mengalami kenaikan dari 1% menjadi 3%. Metode penghapusan piutang yang 
digunakan RSUD Dr. Moewardi  adalah metode langsung. Dari sudut pandang 
praktis, metode ini sederhana dan mudah diaplikasikan. Metode penghapusan 
langsung yang digunakan RSUD Dr. Moewardi secara teoritis memiliki 
kelemahan karena biasanya menghasilkan piutang yang ditetapkan pada 
estimasi nilai yang dapat direalisasi di neraca. 
Daftar umur piutang yang dibuat RSUD Dr. Moewardi kurang 




kelompok yaitu lebih dari 365 hari dan kurang dari 365 hari. Hal ini akan 
menimbulkan kesulitan dalam menentukan penyisihan untuk piutang tak 
tertagih, karena kelompok piutang yang lebih dari 365 hari dapat di asumsikan 
menjadi 2 tahun atau  5 tahun. 
B. Saran 
Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada dari prosedur 
pengelolaan piutang tak tertagih dan penggunaan metode penghapusan piutang 
pada RSUD Dr. Moewardi, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Fungsi penagihan sebaiknya dipisah dengan bagian pengelolaan 
pendapatan. 
2. Daftar umur piutang sebaiknya dibuat lebih rinci mengenai jumlah hari 
sejak munculnya akun piutang RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
3. Jika RSUD Dr. Moewardi membuat daftar umur piutang dan membuat 
jurnal penyisihan piutang, maka metode yang tepat untuk diterapkan di 
RSUD Dr. Moewardi dalam penghapusan piutang adalah metode cadangan 
seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 96 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 









Horngren, Charles T. and Walter T. Harrison Jr. 2007. Akuntansi. Jakarta: 
Erlangga. 
 
Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield. 2008. Akuntansi 
Intermediate. Jakarta: Erlangga. 
 
Simangunsong, M.P. 1984. Pelajaran Akuntansi Tingkat Dasar Dua. Jakarta: 
Karya Utama. 
 
Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Mulyadi. 2002. Auditing. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Romney, Marshall B. and Paul John Steinbart. 2003. Accounting Information 
System. Jakarta: Salemba Empat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
69 
 
 
  
70 
 
 
 
 
 
  
71 
 
 
 
 
 
  
72 
 
  
73 
 
  
74 
 
  
75 
 
  
76 
 
